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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN, OPERASIONAL DAN HONORARIUM BAGI KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA DI DESA
SERTA APARATUR DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan
bagi Kepala Desa, maka dipandang perlu untuk
memberikan kenaikan penghasilan tetap dan tunjangan
bagi Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal
82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap,
tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Hulu
Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Besaran
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional, dan
Honorarium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, Lembaga di Desa, serta Aparatur
Desa Lainnya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
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mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54995); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 11 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
6);

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 13);

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Besaran
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan
Honorarium bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan
Permusyawatan Desa Lembaga di Desa, serta Aparatur
Desa lainnya (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
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Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Besaran
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan
Honorarium bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan
Permusyawatan Desa Lembaga di Desa, serta Aparatur
Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 36
TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN, OPERASIONAL DAN HONORARIUM BAGI
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA DI DESA, SERTA
APARATUR DESA LAINNYA.

Pasal I

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2017

tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional

dan Honorarium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan

Permusyawaratan Desa, Lembaga di Desa, serta Aparatur Desa

Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

2017 Nomor 36), yang telah beberapa kali diubah dengan

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan:

a. Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2017
tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan,
Operasional dan Honorarium Bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga di Desa,
serta Aparatur Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 24);

b. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun
2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan,
Operasional dan Honorarium Bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga di Desa,
serta Aparatur Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

c. Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun
2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan,
Operasional dan Honorarium Bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga di Desa,
serta Aparatur Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 45);

d. Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun
2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan,
Operasional dan Honorarium Bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga di Desa,
serta Aparatur Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 57);
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Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun
2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan,
Operasional dan Honorarium Bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga di Desa,
serta Aparatur Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 27);

diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)
(2)

(3)

Pasal 2
Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diberikan
gaji berupa penghasilan tetap setiap bulannya.
Penghasilan tetap Kepala Desa dianggarkan dalam
APBDesa pada setiap tahun anggaran dalam belanja
pegawai pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintah
Desa.
Besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan  sebesar
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)
(2)

(3)

Pasal 6
Kepala Desa dapat diberikan tunjangan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa setiap tahun anggaran pada Kegiatan Belanja
Operasional Pemerintah Desa.
Jenis dan besaran tunjangan Kepala Desa ditetapkan
sebagai berikut:

a. tunjangan tambahan penghasilan sebesar
Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
per bulan;

b. Tunjangan Kesehatan per bulan yang jenis dan
besarannya ditetapkan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku; dan

c. THR diberikan per tahun sebesar satu kali tunjangan
tambahan penghasilan satu bulan sebelumnya atau
sesuai kemampuan APBDes.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 25 Maret 2025
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
ttd.
SYAFRUDIN NOOR
Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ttd.
MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 9
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